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BUPATI MAL KU TENGAH 

PROVINS MALUKU 

PERATURAN BUPAT MALUKU TENGAH 
I 

NOMOR 2¢ TAHUN 2023 
I i. 

TEN'TANG 
!' 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 
DAN GAJI KETIGA BELAS BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

! 
i 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 
i 
I 

bahwa untuk mel I sanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) 
I. 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu menetapkan 
Peraturan Bupati/tentang Teknis Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ,· 

l 
' 1. Pasal 18 Ay:t (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indo �sia Tahun 1945; 

2. Undang-Unde ig Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
1· 

Penetapatan Jndang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swantantra lingkat II Dalam Wilayah Daerah 
Swantantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Len abaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645); [ 

3. Undang-Unde ig Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Femerintahan [Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta·un 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana f!ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undatg-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Err_ egg Pera Pees 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga 
Belas Kepada Aparatur Negara; Pensiunan, Penerima 
Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 6855); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2023. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
BELANJA DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah menjadi 
kewenangan Daerah Otonom dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 



5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 
DPRD Kabupaten Maluku Tengah. 

6. Calon Pegawa.i Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tahap 
pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum 
mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. 

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya lisebut PPPK adalah warga Negara 
Indonesia ya g memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat ber asarkan perjanjian kerja untuk jangka 
waktu terten u dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan 

8. Hari Raya ada ah hari raya Idul Fitri. 

BAB II 

PEMBER AN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 
GAJI KETIGA BELAS 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

(1) PNS dan Galon PNS, Pimpinan Badan Layanan Umum 
Daerah, Pegaw i Non Pegawai Aparatur Sipil Negara 
pada Perangk t Daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan ke angan Badan Layanan Umum Daerah 
serta PPPK dib rikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas. 

(2) PNS sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS 
dalam jabatan: 
a. pimpinan ti ggi atau dalam jabatan serta jabatan 

pimpinan tin 
b. atau dalam jabatan yang setara 

jabatan administrator; 
c. u dalam jabatan yang setara jabatan 

pengawas; 
d. fungsional u 
e. fungsional a 
f. fungsional a 
g. fungsional 
h. fungsional p 
1. fungsional m hir; 
J. fungsional te arnpil; 



Bagian Kedua 

Pernberian Tunjangan Hari Raya 
Pasal 3 

( 1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasa 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) 
bulan dan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (Hrna puluh 
persen). 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) 
bulan sebelum Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 
kekurangan Tunjangan Hari Raya. 

(3) Penghasilan sebagairnana pada ayat (1) diberikan bagi 
Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan urn urn; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (Hrna 

puluh persen) yang diterirna dalam 1 (satu) bulan 
dengan rnernperhatikan kernarnpuan kapasitas fiskal 
daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(4) Penghasilan sebagairnana pada ayat (1) diberikan bagi 
CPNS meliputi: 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan dan tunjangan urn urn; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (Hrna 

puluh persen) dengan rnernperhatikan kernampuan 
kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak 
rnenerirna tarnbahan penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e, dapat diberikan paling 
banyak 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru 
atau paling banyak 50% (lirna puluh persen) tambahan 
penghasilan guru Aparatr Sipil Negara yang diterirna 
dalarn 1 (satu) bulan. 

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar 
akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, 
dan Tunjangan Jabatan Pirnpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 



(7) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan 
Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil 
Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji 
Ketiga Belas.yang diberikan kepada PNS pada Badan 
Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah 
tersebut yanlg pangkat., peringkat jabatan atau kelas 
jabatannya •tiara. 

I Bagian Ket' ga 
Pemberian Gaji K iga Belas 

I Pasal 4 
i 

Pen . erima, Komp1 1 nen dan besaran Gaji Ketiga Belas berlaku 
secara mutatis mutandis denger pemberian Tunjangan 
Hari Raya. 

; BAB III 
PEMBAYA N 

(1) Tunjangan Bari Raya sebag imana dimaksud dalam 
Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum tanggal Hari Raya. [ 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) ! belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 
Raya dapat dibayarkan setelah ltanggal Hari Raya. 

(3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud pada uyat (1) didasarkan pada 
besaran komponen penghasil: yang dibayarkan pada 
bulan Maret 2023. 

! 

() Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan paling cepat pada lan Juni Tahun 2023. 

(5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) belum dapat dibayark , gaji ketiga belas dapat 
dibayarkan setelah bulan Juni ahun 2023. 

(6) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran 
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 
Tahun 2023. i 

! 

BAB IV 
PENDAN 

! 
Pendanaan pemberian tunjangan uari raya dan gaji ketiga 
belas, bersumber dari : 

! 
I 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten 
f«le 



BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2022 Nomor 580) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati inii mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Tengah. 

I 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 
! 

I 

Ditetapkan di Masohi 
pad apggal6 April 2023 

«PE MALUKU TENOAH ,( W 
/ 
ESSY 

' ss E" 
Diundangkan di Masohi 
pada tanggal 6 April 2023 

/ �EKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, f 
888-_ 

I 

I 

RAKIB SAHUBAW A 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 62 
I 


